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Abstrak 

Tindak  pidana merupakan  perbuatan yang dilarang oleh   undang-undang dan barang   siapa yang 
melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka  ia akan dihukum. Selain itu 
tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran     kaidah     sosial.     Pelanggaran 
ditentukan  dalam  batas nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi pada suatu masyarakat. Hukum   itu   bukan   
tujuan,   akan   tetapi hanya  merupakan  jembatan  atau  alat  yang  akan  membawa kita kepada ide 
yang dicita-citakan. Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar 
tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini 
benarbenar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain 
penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi 
bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi 
persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini 
adalah : Bagaimanakah proses pemberian izin kepemilikan senjata api sesuai tuntutan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang memiliki senjata api tanpa ijin. Sesuai Putusan 
Nomor 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 
dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data 
melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisi data 
yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil Dalam Pasal 5 Undnag-Undang Nomor 8 
Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dijelaskan senjata api 
yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh kepala 
Keresidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya disebut kepala kepolisian karesidenan saja) 
atau orang yang ditunjukkannya.  
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kepemilikan Senjata Api, Tanpa Izin 
 
 

Abstract 
A crime is an act prohibited by law, and anyone who commits an act that violates the law will be 
punished. Furthermore, a crime is also a form of violation of social norms. Violations are determined 
within the limits of values upheld in a society. The law is not the goal, but merely a bridge or tool that 
will lead us to the desired idea. The widespread use of firearms today can start from simply showing 
off, acting like a hero, to actions that can even lead to threats and even murder. This is truly a 
frightening event and threatens the peace of society. Another motive for the misuse of firearms is 
illegal ownership for certain purposes. Owning a firearm does not mean it is not permitted; everyone 
who owns and uses a firearm must meet the requirements and obtain permission from the authorized 
institution. The problems in writing this thesis are: How is the process of granting a firearm ownership 
permit according to the demands stipulated in Law Number 8 of 1948? What are the judge's 
considerations in handing down a criminal sentence against a defendant who possesses a firearm 
without a permit. In accordance with Decision Number 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. This research method 
uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and 
primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is 
qualitative juridical. Based on the results of Article 5 of Law Number 8 of 1948 concerning Registration 
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and Granting of Firearms Use Permits, it is explained that firearms in the hands of people who are not 
members of the Army or Police must be registered by the Head of the Residency (or the Head of the 
Regional Police hereinafter referred to as the Head of the Residency Police) or the person designated 
by him. 
Keywords: Criminal Offense, Possession of a Firearm, Without a Permit 
 

PENDAHULUAN  

Tindak  pidana merupakan  perbuatan yang dilarang oleh   undang-undang dan barang   siapa 

yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka  ia akan dihukum. 

Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran     kaidah     sosial.     

Pelanggaran ditentukan  dalam  batas nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi pada suatu 

masyarakat. Hukum   itu   bukan   tujuan,   akan   tetapi hanya  merupakan  jembatan  atau  

alat  yang  akan  membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Efendi, 2021). 

Hukum seyogyanya    harus    senantiasa    mengacu    pada    cita-cita masyarakat  bangsa. 

Hukum harus  dibangun  untuk  tujuan-tujuan  mengakhiri  suatu  tatanan  sosial  yang  tidak  

adil  dan menindas  hak-hak  asasi  manusia.Untuk  mencapai  cita-cita hukum  yang  

demikian,hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari pemahaman dan pengetahuan terhadap 

masyarakat  bagaimana yang   dicita-citakan   dan   politik   hukum   yang bagaimana   yang   

dapat   memenuhi   kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu (Masriani, 

2014).  

Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-

gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benarbenar 

menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain 

penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan 

senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus 

memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. 

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang 

yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api ( Marpaung, 2002).   

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api yang dimaksud senjata api ialah : 

1. Senjata api dan bagian-bagiannya;  
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2. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;  

3. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya.  

4. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti 

geranat tangan, bom dan lain-lainnya. 

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggauta Tentara atau Polisi harus didaftarkan 

oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Kepala 

Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Senjata api yang berada 

ditangan anggauta Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan 

yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. 

Apabila terdapat masyarakat sipil yang memiliki senjata apai dan tidak mendaftarkan kepada 

kepolisian. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api disebutkan Barang siapa dengan sengaja :  

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau  

2. Sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai 

senjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9.  

3. Melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-

lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata 

apinya dapat dirampas. 

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) 

Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 

13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk 

kepentingan olahraga. 

Di   tengah   realitas   sosialnya,   keberhasilan penegakan   hukum   akan menentukan dan 

menjadi tolok ukur legitimasi hukum. Karena undang-undang dirancang untuk diterapkan, ia 

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai landasan fungsinya. Jadi hukum ada di antara 

dunia nilai atau ide dan realitas sehari-hari. Karena  hukum  bergerak  di  antara  dua  (dua)  

dunia, sering  terjadi gesekan ketika hukum dilaksanakan, dan hukum sangat sarat dengan 
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nilai-nilai yang  harus dipenuhi,  dan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan berbagai variabel 

yang berdampak pada lingkungan dan sosial. struktur masyarakat (Rahmaddani, 2023).  

Karena    persoalan    merupakan    landasan    kerangka   berpikir,    maka dirumuskan   berbagai   

persoalan  yang  menjadi   bahan   perdebatan.  Hukum memiliki  fungsi yang  strategis  dan  

dominan  dalam  kehidupan negara-bangsa dan masyarakat hukum; sebagai  suatu sistem, ia 

dapat memainkan peran yang baik    dan   sesuai    dalam    masyarakat    asalkan    perangkat 

pelaksanaannya dipersenjatai  dengan  otoritas penegakan  hukum. Baik  norma hukum  

maupun aturan  perundang-undangan  diperlukan  untuk mewujudkan cita-cita  negara 

hukum.  

Sejak  lama  pemerintah  mengendalikan  kepemilikan senjata  api  di Indonesia dengan 

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang Senjata Api. Menurut 

undang-undang, setiap orang yang masuk ke   Indonesia   tanpa   hak,   membuat, menerima,   

mencoba,   memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada 

dirinya atau  dalam  penguasaannya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan, 

menggunakan,  atau mengeluarkan  senjata  api  apapun  dari  Indonesia.  amunisi,  atau  

bahan  peledak  diancam  dengan  pidana mati  atau  pidana penjara seumur hidup, dengan 

pidana penjara paling lama dua puluh tahun. 

Pada waktu terdakwa berencana ingin membeli dan memiliki senjata api kemudian terdakwa 

mencari-cari dan bertanya kepada sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN (belum tertangkap) 

tempat dimana ada yang menjual senjata api tersebut setelah beberapa lama tepatnya pada 

hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira jam 24.00 Wib sdr.ARYA CIPTA NUGRAHA Als. 

UNAN memberitahukan kepada terdakwa jika ada yang ingin menjual amunisi senjata api 

dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dikarenakan terdakwa ingin 

membeli senjata api selanjutnya terdakwa menyetujui membeli amunisi tersebut tetapi saat 

itu terdakwa tawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 

disetujui kemudian terdakwa janjian bertemu dengan saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. 

UNAN untuk penyerahan amunisi senjata api. 

Setelah dua hari kemudian terdakwa dan sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN bertemu lalu 

sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN menyerahkan amunisi senjata api sebanyak sepuluh 

butir yang telah terdakwa pesan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah 
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mendapatkan amunisi tersebut kemudian amunisi senjata api tersebut terdakwa simpan 

dirumah orang tua terdakwa di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. 

Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung tepatnya di bawah laci lemari 

dalam kamar tidur terdakwa sebanyak delapan butir sedangkan dua butirnya terdakwa 

simpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pakai dan tertinggal 

dirumah rekan terdakwa di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung dan 

semua amunisi senjata api tersebut berhasil ditemukan oleh polisi yakni oleh saksi 

DIMANSYAH MAKKI, SH bin MARTUBI MAKKI (alm), saksi M. AKIP GUNAWAN bin A. 

ROBINSON dan saksi BOBY FARIZAL Bin RUSLAN (alm) pada saat melakukan penggeledahan. 

Dalam Putusan Pengadilan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir amunisi senjata api 

tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang menyimpannya. - Bahwa Terdakwa 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa memiliki 

ijin dari pihak berwenang. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Amunisi Nomor : 

BA/23/II/2024/Brimob oleh Satuan Brimob Kepoisian RI Daerah Lampung tanggal 21 Februari 

2024 yang ditandatangani oleh Romy Nurhadi selaku yang memeriksa, berdasarkan 

pemeriksaan Tehnis ditemukan hasil sebagai berikut : Peluru (amunisi) kaliber 9x19 MM 

sebanyak 10 butir peluru amunisi terdiri dari 5 butir amunisi dengan kode pabrikan “PIN CJ”, 

3 butir amunisi dengan kode pabrikan “PIN CA”, 1 butir amunisi dengan kode pabrikan 

“LUGER PMC”, dan 1 butir amunisi dengan kode pabrikan “50K”. selongsong terbuat dari loga 

kuningan, masih lengkap dengan proyektil dari timah yang dilapisi tembaga berbentuk tumpul 

(nose) serta masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) di dalam selongsong. 

Primer/penggalak pada 1 butir amunisi dengan kode pabrikan “50K” sudah dalam keadaan 

terpukul namun tidak meledak karena pemukulan pinfire dan pembakaran Propelan yang 

tidak sempurna, sedangkan perimer/penggalak pada 9 butir amunisi dengan kode pabrikan 

“PIN CJ, PIN CA, dan Luger PMC” masih dalam keadaan utuh/belum terpukul (aktif) Dilihat 

dari kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) 

apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organic pabrikan (standar TNI/Polri). 

Dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik dan “sangat 

berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian  lini  lmenggunakan  lpendekatan  lsecara  lyuridis  lnormatif  ldan  lyuridis  lempiris.  

lPendekatan  lyuridis  lnormatif  ldilakukan  ldengan  lcara  lmenginterpretasikan  lhal-hal  

lyang  lbersifat  lteoritis  lyang  lmenyangkut  lasas-asas.  lAdapun  lpendekatan  lyuridis  

lempiris  ldilakukan  ldengan  lpenelitian  ldilapangan  lyang  lditujukan  luntuk  lkepemilikan  

lsenjata  lapi  lyang  lharus  lmempunyai  llisensi. 

a. Pendekatan  lyuridis  lnormatif  ladalah  lpendekatan  lyang  ldilakukan  

lberdasarkan  lhukum  lutama  ldengan  lcara  lmenelaah  lasas-asas  lhukum  

lserta  lUndang-Undang  lyang  lberkaitan  ldengan  lpenelitian  lini.  lPendekatan  

lini  ldikenal  lpula  ldengan  lpendekatan  lkepustakaan,  lyakni  lmengambil  

lsumber-sumber  ldari  lbuku,  lperaturan  lperundang-undangan  ldan  ldokumen  

llainnya  lyang  lberkaitan  ldengan  lpenelitian  lini. 

b. Pendekatan  lyuridis  lempiris  ldilakukan  ldengan  lmelihat  lkenyataan  lyang  

lada  ldalam  lpraktek  ldilapangan.  lPendekatan  lini  ldikenal  lpula  ldengan  

lpendekatan  lsecara  lsosiologis  lyang  ldilakukan  lsecara  llangsung  

lkelapangan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 

Proses  lpemberian  lizin  lkepemilikan  lsenjata  lapi  lsesuai  ltuntutan  lyang  ldiatur  ldalam  

lUndang-Undang  lNomor  l8  lTahun  l1948. 

Dalam  lPasal  l5  lUndnag-Undang  lNomor  l8  lTahun  l1948  ltentang  lPendaftaran  ldan  

lPemberian  lIzin  lPemakaian  lSenjata  lApi  ldijelaskan  lsenjata  lapi  lyang  lberada  lditangan  

lorang  lbukan  langgota  lTentara  latau  lPolisi  lharus  ldidaftarkan  loleh  lkepala  lKeresidenan  

l(atau  lKepala  lKepolisian  lDaerah  lselanjutnya  ldisebut  lkepala  lkepolisian  lkaresidenan  

lsaja)  latau  lorang  lyang  lditunjukkannya.  l 

Dalam  lperaturan  lKapolri  lNomor  l82  lTahun  l2004  ltentang  lkepemilikan  lSenjata  lApi  

ldijelaskan  ltentang  lsiapa  lsaja  lyang  ldibolehkan  lmemiliki  lsenjata  lapi.  lBeberapa  lhal  

lberikut  lharus  lterpenuhi  ljika  lmenginginkan  lsenjata  lapi  lsecara  lresmi,  ltentu  lsaja  

lsebelumnya  lsudah  lharus  lmasuk  lkriteria  lorang  lyang  lboleh  lmemiliki  lsenjata  lapi. 
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1. Pemohon  lharus  lmemenuhi  lsyarat  lmedis.  l 

Jika  lingin  lmembeli  lsenjata  lapi  lresmi,  lpertama  lharus  lmemenuhi  lsyarat  lmedis  

lyang  lberarti  lsehat  ljasmani  ldan  lrohani.  lSelain  litu  ljuga  ltidak  lada  lcacat  lfisik  

lyang  lbisa  lmengurangi  lketerampilan  lmenggunakan  lsenjata  lapi,  ldan  lyang  

lpenting  lmasih  lmempunyai  lpenglihatan  lnormal. 

2. Pemohon  lharus  llolos  lseleksi  lpsikotes.  l 

Apabila  landa  ltermasuk  lorang  lyang  lcepat  lgugup  ldan  lpanik  lmenghadapi  

lsesuatu  lmaka  lkemungkinan  lbesar  landa  ltidak  lbisa  lmemiliki  lsenjata  lapi  lbagi  

lwarga  lsipil  lharus  lbisa  lmenjaga  lemosi  ldan  ltidak  lcepat  lmarah.  lDibuktikan  

ldengan  lhasil  lpsikotes  ldari  lDinas  lPsikologi  lMabes  lPOLRI. 

3. Pemohon  ltidak  lpernah  lterlibat  ltindak  lpidana.  l 

Anda  lharus  lberkelakuan  lbaik  lsebelum  lmengajukan  lkepemilika  lsenjata  lapi.  

lArtinya  ltidak  lppernah  lterlibat  lkasus  lpidana  ldan  lhukum  lyang  ldibuktikan  

ldari  lSKKB  l(Surat  lKeterangan  lKelakuan  lBaik)  ldari  lkepolisian.  lSelain  litu,  

lpemohon  ljuga  lharus  llolos  lscreening  ldari  lKadit  lIPP  ldan  lSubdit  

lPamwassendak. 

4. Usia  lpemohon  lharus  lterpenuhi  l 

Usia  lseseorang  lyang  ldibolehkan  lmemiliki  lsenjata  lapi  lminimal  l21  ltahun  

lhingga  l65  ltahun.  lJika  lusia  landa  ltidak  lmasuk  lkriteria  lmaka  lsebaiknya  ltak  

lperlu  lmelakukan  lpermohonan  lmemiliki  lsenjata  lapi  lkarena  lhasilnya  lsudah  

lkita  lketahui. 

5. Pemohon  lharus  lmemenuhi  lsyarat  ladministratif  l 

Syarat  ladministratif  lyang  lharus  ldipenuhi  lketika  landa  lingin  lmengajukan  

lkepemilikan  lsenjata  lapi  ldiantaranya  lsebagai  lberikut  l: 

− Fotocopy  lKTP  lsebanyak  l5  llembar 

− Fotocopy  lKK  lsebanyak  l5  llembar 

− Fotocopy  lSKCK,  lRekomendasi  lKapolda  lSetempat 

− Surat  lpermohona  lbermaterai 

− Foto  lberwarna  l2x3  lsebanyak  l5  llembar 

− Foto  lberwarna  l3x4  lsebanyak  l5  llembar 
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− Foto  lberwarna4x6  lsebanyak  l6  llembar 

− Mengisi  lformulir  lpermohonan  ldari  lmabes  lPOLRI 

6. Jenis  lsenjata  lyang  lboleh  ldimiliki  l 

Jenis  lsenjata  lapi  ldiberikan  lkepada  lorang  lyang  lmemenuhi  lpersyaratan  ldengan  

ldiberikan  ljenis  lsenjata  lsebagai  lberikut  l: 

− Senjata  lapi  lgenggam  ljenis  lrevolver  lkaliber  l25,  lkaliber  l32 

− Senjata  lapi  lbahu  ljenis  lshotgun  lkaliber  l12mm 

− Senjata  lapi  lbahu  lkaliber  l12  lGA  ldan  lkaliber  l22 

semua  lpersyaratan  luntuk  lmemiliki  lsenjata  lapi  lbagi  lwarga  lsipil  lwajib  ldipenuhi  

lagar  lbisa  ldapat  lmemiliki  lsenjata  lapi.  lSetelah  lmemiliki  lizin  lkepemilikan  lsenjata  

lapi,  landa  lharus  lmemperpan  ljangnya  lsetiap  lsetahun  lsekali.  lPihak  lkepolisian  ltidak  

lserta  lmerta  lmelepas  lsenjata  lapi  lbegitu  lsaja,  landa  lharus  lmentaati  lsemua  

lprosedur  lyang  lada. 

Sanksi  lyang  ldiancam  lsesuai  ldengan  lUndang-Undang  lDarurat  lNomor  l12  lTahun  l1951  

lPasal  l1  l(satu)  lberbunyi  l:  l“Barang  lsiapa,  lyang  ltanpa  lhak  lmemasukkan  lke  

lIndonesia,  lmembuat,  lmenerima,  lmencoba  lmemperoleh,  lmenyerahkan,  latau  

lmencoba  lmenyerahkan,  lmenguasai,  lmembawa,  lmempunyai  lpersediaan  lpadanya  

latau  lmempunyai  ldalam  lmiliknya,  lmenyimpan,  lmengangkut,  lmenyembunyikan,  

lmempergunakan  latau  lmengeluarkan  ldari  lIndonesia  lsesuatu  lsenjata  lapi,  lamunisi  

latau  lsesuatu  lbahan  lpeledak,  ldihukum  ldengan  lhukuman  lmati  latau  lhukuman  

lpenjara  lseumur  lhidup  latau  lhukuman  lpenjara  lsementara  lsetinggi-tingginya  ldua  

lpuluh  ltahun”. 

Ancaman  lhukuman  lpenjara  l20  l(dua  lpuluh)  ltahun  lhingga  lseumur  lhidup  lkepada  

lpemilik  lsenjata  lapi  lilegal  lbelum  ldapat  lmemberikan  lefek  ljera  lkarena  ldalam  

lkenyataanya  lvonis  lyang  ldiberikan  lkepada  lpelaku  lkepemilikan  lsenjata  lapi  lilegal  

ltidak  lsebanding  ldengan  lancaman  lsesuai  ldengan  lperaturan  lyang  lada.  lSehingga  

ltidak  lmemberikan  lefek  ljera  ldan  lmenjadikan  lpemilik  lsenjata  lapi  lilegal  llainnya  

lmasih  lmenyimpan  lsenjata  lapi  lilegal  ltersebut. 
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Pertimbangan  lHakim  ldalam  lmenjatuhkan  lputusan  lpidana  lterhadap  lterdakwa  lyang  

lmemiliki  lsenjata  lapi  ltanpa  lizin  lsesuai  lPutusan  lNomor  l368/pid.sus/2024/PN.Tjk 

Menimbang,  lbahwa  lPenuntut  lUmum  ldipersidangan  lmembacakan  lBAP  latas  lnama  

lAhli  lROMY  lNURHADI  lbin  lM  lIQBAL  lyang  ldibuat  loleh  lPenyidik  lyang  lpada  lpokoknya: 

− Setelah  lmelakukan  lpemeriksaan  ldan  lpenelitian  lterhadap  lbarang  lbukti  lberupa  

l10  l(sepuluh)  lbutir  laminisi  lhasil  lyang  lditemukan  lsebagai  lberikut: 

Benda  lmirip  lkomponen/bagian  l-bagian  lAmunisi  lsenjata  lapi  lterdiri  ldari: 

Peluru  l(Amunisi): 

a. Amunisi  lkaliber  l9  lx  l19  lMM  lAmunisi  lkaliber  l9  lx  l19  lMM  lsebanyak  

l10  l(sepuluh)  lbutir  lamunisi  lkaliber  l9  lx  l19  lMM  lmasing-masing  lterdiri  

ldari  l5(lima)  lbutir  lamunisi  ldengan  lkode  lpabrikan  l“PIN  lCJ”,  l3  l(tiga)  

labutir  lamunisi  ldengan  lKode  lpabrikan  l“PIN  lCA”,  l1  l(satu)  lbutir  

lamunisi  ldengan  lkode  lpabrikan  l“LUGER  lPMC”  ldan  l1  l(satu)  lbutir  

lamunisi  ldengan  lkode  lpabrikan  l“50K”.  lselongsong  lterbuat  ldari  llogam  

lkuningan,  lmasih  llengkap  ldengan  lproyektil  ldari  ltomah  lyang  ldilapisi  

ltembaga  lberbentuk  ltumpul  l(nose)  lserta  lmasih  lterdapat  lbubuk  

lpropelan  l(bahan  lpeledak)  ldi  ldalam  lselongsong  lprimer/penggalak. 

b. Amunisi  lkaliber  l9  lx  l19  lMM  l(MU-1TJ)  lAmunisi  lkaliber  l9  lx  l19  lMM  

l(MU-1TJ)  lsebanyak  l10  l(sepuluh)  lbutir  lpeluru  l(amunisi)  ldengan  lKode  

lpabrikan  l“PIN  lCJ,  lPIN  lCA  ldan  lLUGER  lPMC  l50K”.  lDilihat  ldari  lkondisi  

lpeluru  l(Amunisi)  ltersebut  lmasih  ldapat  lmeledak  ldan  lberfungsi  ldengan  

lbaik  l(aktif)  lapabila  lditembakan  ldengan  lmenggunakan  lsenjata  lapi  

lorganik; 

− Bahwa  lterhadap  lsatu  ljenis  lbarang  lbukti  ltersebut  lberdasarkan  lspesifikasinya  

lmemiliki  lketerkaitan  lfungsi  ldimana  lamunisi  lsenjata  lapi  ltersebut  lmemiliki  

lfungsi  lamunisi  l(peluru)  lyang  ltidak  lsesuai  lperuntukannya  ldan  ldipergunakan  

loleh  lorang  lyang  lbertanggungjawab  lmaka  lbarang  lbukti  ltersebut  lsangat  

lmenimbulkan  lancaman  lbahaya  lserius  lberupa  lluka  lberat  latau  lkematian  ljika  

lterkena  lpada  lsasaran  lorang  lataupun  lmahluk  lhidup  llainnya  lserta  lkerusakan  
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lpada  lbarang  latau  lbenda  lyang  lterkena  lproyektil  lyang  ldilepas/dilontarkan  

ldari  lamunisi  lsenjata  lapi  ltersebut; 

Menimbang,  lbahwa  lTerdakwa  lMUHAMMAD  lFAUZAN  lSHIHAB  lbin  lMUKLIS  

ldipersidangan  ltelah  lmemberikan  lketerangan  lyang  lpada  lpokoknya  lsebagai  lberikut: 

− Bahwa  lterdakwa  lpernah  ldiperiksa  lpenyidik  ldalam  lBAP,  ldan  lketerangan  

lterdakwa  ldalam  lBAP  lsudah  lbenar; 

− Bahwa  lterdakwa  ldisidangkan  lsehubungan  ldengan  lmasalah  lterdakwa  

lmembawa  lmenguasai,  lmemiliki,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  lamunisi  

lsenjata  lapi; 

− Bahwa  lterdakwa  lditangkap  lpada  lhari  lSenin,  ltanggal  l15  lJanuari  l2024  lsekira  

lpukul  l18.00  lWIB  lbertempat  ldi  lPenginapan  lKampung  lBambu  lJalan  lGrlya  

lUtama  lNo.57  lKelurahan  lWay  lHalim  lPermai,  lKecamatan  lWay  lHalim  lKota  

lBandar  lLampung; 

− Bahwa  lpihak  lKepolisian  lmendapatkan  lamunisi  lsenjata  lapi  lyang  ltelah  

lterdakwa  lsimpan  lyaitu  lpada  lhari  lSenin  ltanggal  l18  lDesember  l2023  lsekira  

ljam  l15.30  lWib  ldi  lPerum.  lVilla  lSiger  lJl.  lPB.  lMarga  lRt.  l02  lLk.  l2  

lKp.Sukamaju  lKel.  lSukadanaham  lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung; 

− Bahwa  lamunisi  lsenjata  lapi  lyang  ltelah  lterdakwa  lsimpan  lsebanyak  

l10(sepuluh)  lbutir  lamunisi  lsenjata  lapi; 

− Bahwa  lterdakwa  lmembeli  lamunisi  ltersebut  lyaitu  luntuk  lhari  ldan  ltanggal  

lterdakwa  llupa  lpada  lbulan  lOktober  l2023  lsekira  ljam  l21.00  lWib  ldi  lJl.  lMata  

lIntan  lKel.  lSegala  lMider  lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung; 

− Bahwa  lMaksud  ldan  ltujuan  lterdakwa  lmembeli  lamunisi  lsenjata  lapi  ltersebut  

lyaitu  ldikarenakan  lterdakwa  lberencana  ldan  lsedang  lmencari  lsenjata  lapi  

ltetapi  lsebelum  lsenjata  lapi  lterdakwa  ldapatkan  lmaka  lterdakwa  lmembeli  

lamunisinya  lterlebih  ldahulu; 

− Bahwa  lterdakwa  ldapat  lmenguasai,  lmemiliki,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  

lamunisi  lsenjata  lapi  ltersebut  lyaitu  lawalnya  lterdakwa  lberencana  lingin  

lmembeli  ldan  lmemiliki  lsenjata  lapi  lkemudian  lterdakwa  lmencari-cari  ldan  

lbertanya  lkepada  lsaudara  lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.UNAN  ltempat  ldimana  
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lada  lyang  lmenjual  lsenjata  lapi  ltersebut  lsetelah  lbeberapa  llama  ltepatnya  

lpada  lhari  ltanggal  llupa  lbulan  lOktober  l2023sekira  ljam  l24.00  lWib  lsaudara  

lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  lmemberitahukan  lkepada  lterdakwa  ljika  

lada  lyang  lingin  lmenjual  lamunisi  lsenjata  lapi  ldengan  lharga  lRp.  l350.000,-  

l(tiga  lratus  llima  lpuluh  lriburupiah).  ldikarenakan  lterdakwa  lingin  lmembeli  

lsenjata  lapi  lselanjutnya  lsaya  lmenyetujui  lmembeli  lamunisi  ltersebut  ltetapi  

lsaat  litu  lterdakwa  ltawar  ldengan  lharga  lRp.  l250.000,-  l(dua  lratus  llima  lpuluh  

lribu  lrupiah)  ldan  ldisetujui  lkemudian  lsaya  ljanjian  lbertemu  ldengan  lsaudara  

lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  luntuk  lpenyerahan  lamunisi  lsenjata  lapi  

ltersebut  lyaitu  ldua  lhari  lkemudian.  l 

− Bahwa  lsetelah  ldua  lhari  lkemudian  lterdakwa  ldan  lsaudara  lARYA  lCIPTA  

lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  lbertemu  llalu  lsaudara  lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.UNAN  

lmenyerahkan  lamunisi  lsenjata  lapi  lsebanyak  lsepuluh  lbutir  lyang  ltelah  lpesan  

lkepada  lsaya,  lsetelah  lsaya  lmendapatkan  lamunisi  ltersebut  lkemudian  lamunisi  

lsenjata  lapi  ltersebut  lterdakwa  lsimpan  ldirumah  lorangtua  lterdakwa  ldi  lPerum.  

lVilla  lSiger  lJl.  lPB.  lMarga  lRt.  l02  lLk.  l2  lKp.  lSukamaju  lKel.  lSukadanaham  

lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  ltepatnya  ldi  lbawah  llaci  llemari  

ldalam  lkamar  ltidur  lterdakwa  lsebanyak  ldelapan  lbutir  lsedangkan  ldua  lbutirnya  

lsaya  lsimpan  ldidalam  ltas  lkecil  lwarna  lhitam  lmilik  lsaya  lyang  lsaya  lpakai  

ldan  ltertinggal  ldirumah  lrekan  lsaya  ldi  lJl.  lMangga  lKel.  lWay  lDadi  lKec.  

lSukarame  lBandar  lLampung.  lSetelah  lbeberapa  lbulan  lkemudian  lakhirnya  lsaya  

ltertangkap  loleh  lPihak  lKepolisian; 

− Bahwa  lterdakwamembeli  lamunisi  lsenjata  lapi  lbaru  lsatu  lkali  lini; 

− Bahwa  lterdakwa  lmengetahui  ljika  lmenguasai,  lmemiliki,  

lmenyimpan,menyembunyikan  lamunisi  lsenjata  lapi  ladalah  lmelanggar  lhukum 

− Bahwa  lterdakwa  ltidak  lmemiliki  lijin  ldari  lyang  lberwenang  lmenguasai,  

lmemiliki,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  lamunisi  lsenjata  lapi  ldan  lsaya  lbukan  

langgota  lPolri  lmaupun  lintel;  l 

− Bahwa  lterdakwa  lmembeli  lamunisi  ltersebut  luntuk  ljaga-jaga  ldiri  lkarena  

lterdakwa  lpengemudi  lonline  ldan  lsaya  lberencana  lmembeli  lsenjata; 
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− Bahwa  lterdakwa  lbelum  lpernah  ldihukum; 

Menimbang,  lbahwa  lPenuntut  lUmum  lmengajukan  lbarang  lbukti  lsebagai  lberikut: 

− 10(sepuluh)  lbutir  lamunisi  lsenjata  lapi; 

− 1(satu)  ltas  lselempang; 

− 1(satu)  lunit  lHP; 

Menimbang,  lbahwa  lberdasarkan  lalat  lbukti  ldan  lbarang  lbukti  lyang  ldiajukan  

ldiperoleh  lfakta-fakta  lhukum  lsebagai  lberikut: 

1. Bahwa  lbenar  lpada  lhari  lSenin,  ltanggal  l15  lJanuari  l2024sekira  lpukul  l18.00  

lWIB  lterdakwa  ltelah  lditangkap  lpihak  lKepolisian  ldi  lPenginapan  lKampung  

lBambu  lJalan  lGrlya  lUtama  lNo.57  lKelurahan  lWay  lHalim  lPermai,  lKecamatan  

lWay  lHalim  lKota  lBandar  lLampung. 

2. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lditangkap  lpihak  lkepolisian  lkarena  lterdakwa  ltelah  

lmemiliki  ldan  lmenyimpan  lsebanyak  l10  l(sepuluh)  lbutir  lamunisi  lsenjata  lapi  

ldi  lPerum.  lVilla  lSiger  lJl.  lPB.  lMarga  lRt.  l02  lLk.  l2  lKp.  lSukamaju  lKel.  

lSukadanaham  lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  lpada  lhari  lSenin  

ltanggal  l18  lDesember  l2023  lsekira  ljam  l15.30  lWib; 

3. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lmembeli  lamunisi  ltersebut  lpada  lbulan  lOktober  l2023  

lsekira  ljam  l21.00  lWib  ldi  lJl.  lMata  lIntan  lKel.  lSegala  lMider  lKec.  lTanjung  

lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  ldari  lsdr  lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  

lseharga  lRp.  l250.000,-  l(dua  lratus  llima  lpuluh  lriburupiah); 

4. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lmenyimpan  l8(delapan)butir  lpeluru  ltersebut  ldibawah  

llaci  llemari  ldalam  lkamar  ltidur  lterdakwa  lsedangkan  l2(dua)  lbutir  llainnya  

lterdakwa  lsimpan  ldidalam  ltas  lkecil  lwarna  lhitam  lmilik  lterdakwa  lyang  

ltertinggal  ldirumah  lrekan  lterdakwa  ldi  lJl.  lMangga  lKel.  lWay  lDadi  lKec.  

lSukarame  lBandar  lLampung; 

5. Bahwa  lterdakwa  ltidak  lmemiliki  lijin  ldari  lyang  lberwenang  lmenguasai,  

lmemiliki,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  lamunisi  lsenjata  lapi;  l 

6. Bahwa  lbenar  lberdasarkan  lketerangan  lAhli  ldiketahui  ljika  l10(sepuluh)butir  

lamunisi  lyang  ldimiliki  lterdakwa  lmasih  ldapat  lmeledak  ldan  lberfungsi  ldengan  

lbaik  l(aktif)  lapabila  lditembakan  ldengan  lmenggunakan  lsenjata  lapi  lorganik; 
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Menimbang,  lbahwa  lselanjutnya  lMajelis  lHakim  lakan  lmempertimbangkan  lapakah  

lberdasarkan  lfakta-fakta  lhukum  ltersebut  ldiatas,  lTerdakwa  ldapat  ldinyatakan  ltelah  

lmelakukan  ltindak  lpidana  lyang  ldidakwakan  lkepadanya; 

Menimbang,  lbahwa  lTerdakwa  ltelah  ldidakwa  loleh  lPenuntut  lUmum  ldengan  ldakwaan  

lTunggal  lmelanggar  lPasal  l1  layat  l(1)  lUndang-Undang  lDarurat  lRepublik  lIndonesia  

lNomor  l12  lTahun  l1951,  lyang  lunsur-unsurnya  ladalah  lsebagai  lberikut: 

1. Unsur  lBarang  lSiapa; 

2. Unsur  lTanpa  lhak  lmemasukkan  lke  lIndonesia,  lmembuat,  lmenerima,  lmencoba,  

lmemperoleh,  lmenyerahkan  latau  lmencoba  lmenyerahkan,  lmenguasai,  

lmembawa,  lmempunyai  lpersediaan  lpadanya  latau  lmempunyai  ldalam  lmiliknya,  

lmenyimpan,  lmengangkut,  lmenyembunyikan,  lmempergunakan,  latau  

lmengeluarkan  ldari  lIndonesia  lsesuatu  lsenjata  lapi,  lamunisi,  latau  lsesuatu  

lbahan  lpeledak; 

Menimbang,  lbahwa  lberdasarkan  lfakta-fakta  lhukum  lyang  lterungkap  ldipersidangan  

ldan  lberdasarkan  lketerangan  lpara  lsaksi  ldan  lterdakwa  ldihubungkan  ldengan  lbarang  

lbukti  lyang  lsaling  lberkesesuaian  ldiketahui  l: 

1. Bahwa  lbenar  lpada  lhari  lSenin,  ltanggal  l15  lJanuari  l2024  lsekira  lpukul  l18.00  

lWIB  lterdakwa  ltelah  lditangkap  lpihak  lKepolisian  ldi  lPenginapan  lKampung  

lBambu  lJalan  lGrlya  lUtama  lNo.57  lKelurahan  lWay  lHalim  lPermai,  lKecamatan  

lWay  lHalim  lKota  lBandar  lLampung; 

2. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lditangkap  lpihak  lkepolisian  lkarena  lterdakwa  ltelah  

lmemiliki  ldan  lmenyimpan  lsebanyak  l10  l(sepuluh)  lbutir  lamunisi  lsenjata  lapi  

ldi  lPerum.  lVilla  lSiger  lJl.  lPB.  lMarga  lRt.  l02  lLk.  l2  lKp.  lSukamaju  lKel.  

lSukadanaham  lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  lpada  lhari  lSenin  

ltanggal  l18  lDesember  l2023  lsekira  ljam  l15.30  lWib; 

3. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lmembeli  lamunisi  ltersebut  lpada  lbulan  lOktober  l2023  

lsekira  ljam  l21.00  lWib  ldi  lJl.  lMata  lIntan  lKel.  lSegala  lMider  lKec.  lTanjung  

lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  ldari  lsdr  lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  

lseharga  lRp.  l250.000,-  l(dua  lratus  llima  lpuluh  lribu  lrupiah); 
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4. Bahwa  lbenar  lterdakwa  lmenyimpan  l8(delapan)butir  lpeluru  ltersebut  ldibawah  

llaci  llemari  ldalam  lkamar  ltidur  lterdakwa  lsedangkan  l2(dua)  lbutir  llainnya  

lterdakwa  lsimpan  ldidalam  ltas  lkecil  lwarna  lhitam  lmilik  lterdakwa  lyang  

ltertinggal  ldirumah  lrekan  lterdakwa  ldi  lJl.  lMangga  lKel.  lWay  lDadi  lKec.  

lSukarame  lBandar  lLampung; 

5. Bahwa  lterdakwa  ltidak  lmemiliki  lijin  ldari  lyang  lberwenang  lmenguasai,  

lmemiliki,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  lamunisi  lsenjata  lapi;  l 

6. Bahwa  lbenar  lberdasarkan  lketerangan  lAhli  ldiketahui  ljika  l10(sepuluh)butir  

lamunisi  lyang  ldimiliki  lterdakwa  lmasih  ldapat  lmeledak  ldan  lberfungsi  ldengan  

lbaik  l(aktif)  lapabila  lditembakan  ldengan  lmenggunakan  lsenjata  lapi  lorganik; 

enimbang,  lbahwa  lberdasarkan  lfakta  lhukum  ldiatas  ldiketahui  ljika  lterdakwa  lpada  

lbulan  lOktober  l2023  lsekira  ljam  l21.00  lWib  ltelah  lmembeli  l10(sepuluh)buah  lamunisi  

ldari  lsdr  lARYA  lCIPTA  lNUGRAHA  lAls.  lUNAN  lseharga  lRp.  l250.000,-  l(dua  lratus  llima  

lpuluh  lribu  lrupiah)  luntuk  lkemudian  lpada  lhari  lSenin  ltanggal  l18  lDesember  l2023  

lsekira  ljam  l15.30  lWibterdakwa  lmenyimpan  lsebanyak  l8  l(delapan)butir  lamunisi  

lsenjata  lapi  ldi  ldibawah  llaci  llemari  ldalam  lkamar  ltidur  lterdakwa  lberalamat  ldi  

lPerum.  lVilla  lSiger  lJl.  lPB.  lMarga  lRt.  l02  lLk.  l2  lKp.  lSukamaju  lKel.  lSukadanaham  

lKec.  lTanjung  lKarang  lBarat  lBandar  lLampung  lsedangkan  l2(dua)butir  llainnya  

lterdakwa  lsimpan  ldidalam  ltas  lkecil  lwarna  lhitam  lmilik  lterdakwa  lyang  ltertinggal  

ldirumah  lrekan  lterdakwa  ldi  lJl.  lMangga  lKel.  lWay  lDadi  lKec.  lSukarame  lBandar  

lLampung  ldan  lberdasarkan  lketerangan  lAhli  ldiketahui  ljika  l10(sepuluh)butir  lamunisi  

lyang  ldimiliki  lterdakwa  lmasih  ldapat  lmeledak  ldan  lberfungsi  ldengan  lbaik  l(aktif)  

lapabila  lditembakan  ldengan  lmenggunakan  lsenjata  lapi  lorganik,  l 

Menimbang,  lbahwa  lberdasarkan  lketerangan  lsaksi-saksi  ldan  lpengakuan  lterdakwa  

ldiketahui  ljika  lterdakwa  ltidaklah  lmempunyai  lizin  ldari  lpihak  lyang  lberwenang  luntuk  

lmembeli,  lmenguasai,  lmembawa  lserta  lmenyimpan  lamunisi  lsenjata  lapi  lsehingga  

ldengan  ldemikian  lMajelis  lHakim  lberpendapat  lunsur  ltanpa  lHak  lmenguasai,  

lmembawa,  lmenyimpan,  lmenyembunyikan  latau  lmempunyai  ldalam  lmiliknya  lamunisi  

lsenjata  lapi  ltelah  lterpenuhi  lpada  ldiri  lterdakwa; 
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Menimbang,  lbahwa  loleh  lkarena  lsemua  lunsur  ldari  lPasal  l1  layat  l(1)  lUndang-Undang  

lDarurat  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l12  lTahun  l1951  ltelah  lterpenuhi  lmaka  lterdakwa  

lharuslah  ldinyatakan  ltelah  lterbukti  lsecara  lsah  ldan  lmeyakinkan  lmelakukan  ltindak  

lpidana  lsebagaimana  ldidakwakan  ldalam  ldakwaan  lTunggal  l  lPenuntut  lUmum; 

Menimbang,  lbahwa  ldalam  lperkara  lini  lterhadap  lTerdakwa  ltelah  ldikenakan  

lpenangkapan  ldan  lpenahanan  lyang  lsah,  lmaka  lmasa  lpenangkapan  ldan  lpenahanan  

ltersebut  lharus  ldikurangkan  lseluruhnya  ldari  lpidana  lyang  ldijatuhkan; 

Menimbang,  lbahwa  loleh  lkarena  lTerdakwa  lditahan  ldan  lpenahanan  lterhadap  

lTerdakwa  ldilandasi  lalasan  lyang  lcukup,  lmaka  lperlu  lditetapkan  lagar  lTerdakwa  l  

ltetap  lberada  ldalam  ltahanan; 

Menimbang,  lbahwa  lterhadap  lbarang  lbukti  lberupa  l: 

− 10(sepuluh)butir  lamunisi  lsenjata  lapi; 

− 1(satu)tas  lselempang; 

− 1(satu)unit  lHP; 

Karena  lmerupakan  lbarang  luntuk  lmelakukan  ltidak  lpidana  lmaka  lsudah  lsepantasnya  

ldirampas  luntuk  ldimusnahkan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Proses pemberian izin kepemilikan senjata api sesuai tuntutan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Negara republik indonesia sangat jelas dalam 

mengatur kepemilikan senjata api yang tertuang dalam Undang-Undang. bahwa msyarakat 

sipil dapat memiliki senjata api dengan izin dari pihak yang berwenang tetapi dapat berbeda 

jenis senjata api yang digunakan masyarakat sipil dengan TENTARA dan POLISI terdapat 

kualifikasi-kualifikasi tersenderi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil seperti yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang. 

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang 

memiliki senjata api tanpa ijin. Sesuai Putusan Nomor 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. dalam 
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putusannya bahwa hakim tidak tolerasnsi kepada masyarakat sipil yang kedapatan memiliki 

senjata api yang tanpa izin dari pihak berwenang. 
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